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ABSTRAK 
 

 

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari dua golongan, yaitu 

warga negara indonesia dan warga negara asing. Oleh karena itu indonesia merasa 

perlu untuk mengatur permasalahan bagi orang-orang asing yang berada di 

wilayah indonesia.Salah satu jenis izin Keimigrasian yaitu izin tinggal terbatas 

yang diberikan kepada orang asing yang tinggal diwilayah Negara Republik 

Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dalam jangka waktu 

yang terbatas dan orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas 

adalah orang pemegang visa terbatas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Keimigrasian dalam 

Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I 

Mataram,  Untuk mengetahui bagaimana proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas 

Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Untuk mengetahui  

Apasaja kendala dan upaya dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Di Kantor 

Imigrasi Kelas I Mataram. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan Bapak Romi di bagian Seksi Intaltuskim TKA (tenaga kerja asing) harus 

memiliki sponsor pekerja seperti Pihak sponsor mengurus izin dari TKA dan 

mengakses ke TKA online/kemnaker, Setelah memperoleh visa kerja para TKA 

bisa langsung datang ke indonesia, Ketika sudah berada di indonesia dia 

melaporkan diri kantor imigrasi bersama dengan perusahaan nya untuk mengurus 

atau mendapatkan KITAS kerjanya dengan melampirkan persyaratan-persyaratan 

yang sudah di tetapkan dari pihak imigrasi. 

Dalam Proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing dan 

para pegawai imigrasi harus lebih memperhatikan atau lebih teliti untuk 

memeriksa kelengkapan-kelengkapan persyaratan bagi para TKA yang 

mengajukan ITAS (Izin Tinggal Terbatas). 

 

Kata Kunci: Peran Keimigrasian, Pengawasan, Izin Tinggal Terbatas, Tenaga 

Kerja Asing. 
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ABSTRACT 

 Indonesia’s population is divided into two categories: Indonesian citizens 

and foreign citizens. As a result, Indonesia sees the necessity to deal with issues 

involving foreigners on Indonesian soil. A limited stay permit is one sort of 

immigration permit that is provided to foreigners living in the Republic of 

Indonesia’s territory, particularly at the Mataram Class I Immigration Office, for a 

limited amount of time. Foreigners who may be awarded a limited stay permit are 

limited visa holders. 

The goal of this study was to determine the role of Immigration in the 

supervision of Limited Stay Permits for Foreign Workers at the Immigration 

Office Class I Mataram, to learn how the process of granting limited stay permits 

to foreign workers at the Immigration Office Class I Mataram works, and to learn 

about the challenges and efforts involved in Permit Supurvision. Mataram Class I 

Immigration Office has a limited stay policy. 

According to the interview which has been done with Mr. Romi in the 

Intaltuskim Section, foreign employees (foreign workers) must have a worker 

sponsor who is responsible for obtaining licenses from foreign workers and 

accessing foreign workers online/kemnaker. Foreign employess can come to 

Indonesia straight after obtaining a work visa; once there, he reports to the 

immigration office with his company to manage or obtain his work KITAS by 

attaching the conditions stipulated by the immigration authorities. Foreign 

workers and immigration officers must pay more attention or be more thorough in 

evaluating the completeness of the requirements for foreign workers who apply 

for an ITAS when granting a restricted stay visa (Limited Stay Permit). 

 

Keywords: Immigration Role, Supervision, Limited Stay Permit, Foreign 

Workers.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penduduk Indonesia itu hakikatnya terdiri dari dua golongan, yaitu 

warga Negara indonesia dan warga negara asing. Oleh sebab itu Indonesia 

merasa perlu mengatur permasalahan bagi orang-orang asing yang tinggal di 

wilayah indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di 

wilayah Indonesia itu diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang keimigrasian pada pasal 48 yang menyebutkan bahwa setiap orang 

asing yang berada diwilayah indonesia wajib memiliki izin tinggal 

Keimigrasian. 

Perkembangan globalisasi dewasa ini dapat mendorong untuk 

meningkatkan mobilitas penduduk dunia untuk bermigrasi dari suatu negara 

ke negara lain yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak yang 

menguntungkan maupun dampak yang merugikan kepentingan dan kehidupan 

bangsa dan negara Republik Indoenesia. Salah satu dampak buruk yang 

ditimbulkan oleh orang asing yakni pelanggaran izin tinggal keimigrasian. 

Pelanggaran izin tinggal keimigrasian yaitu setiap tindakan yang dilakukan 

oleh orang asing pemegang izin tinggal yang tidak sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan keimigrasian khususnya tentang izin tinggal. 

Pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 menyebutkan 

bahwa menteri dapat melakukan pengawasan keimigrasian. Salah satu 

pengawasan keimigrasian yakni kepada orang asing. Menteri yang dimaksud 



 

2 

 

yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang 

memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan 

hak asasi manusia. Salah fungsi Kemenkum HAM dalam melaksanakan 

tugasnya yakni perumusan, penetapan, pelaksanaan dibeberapa bidang salah 

satunya keimigrasian. 

Peran Keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga 

kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat serta 

menjamin bahwa tenaga asing yang berkerja di beberapa wilayah pengawasan 

Kantor Imigrasi Kelas I Mataram memenuhi syarat-syarat keamanan dan tidak 

melanggar keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang 

berhubungan dengan izin tinggal terbatas. Peran keimigrasian dalam 

pengawasan izin tingal terbatas di laksanakan pada waktu untuk  permohonan 

visa izin tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal tersebut selama 

kegiatan mereka berada diwilayah indonesia. Pengawasan Keimigrasian dapat 

dilakukan pada setiap kantor-kantor wilayah Imigrasi atau unit-unit teknis 

seperti tempat pemeriksaan Keimigrasian. 

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing tentu memiliki aspek yang 

sangat luas sehingga sistem pengawasannya itu sangat komprensif, yang 

dimana  pada saat kedatangan tenaga kerja asing diwilayah indonesia mereka 

perlu membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku, sehingga kegiatan 

yang dilakukan oleh tenaga kerja asing berjalan dengan lancar tampa adanya 

hambatan. 
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Kantor wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indoensia melalui Kantor Imigrasi Kelas I Mataram 

menggelar kegiatan operasi gabungan tim Pengawasan Orang Asing 

(Timpora) kabupaten lombok utara di pelabuhan Teluk Kodek dan Gili 

Trawangan (7/10/2020). Dalam kegiatan ini Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB melalui balai pengawasan ketenagakerjaan dan k3 

pulau lombok yang bergabung dalam tim pengawasan keimigrasian dalam 

rangka pengawasan lapangan diwilayah lombok utara. 

Izin tinggal terbatas merupakan salah satu jenis izin keimigrasian 

untuk terhadap orang asing yang bertempat tinggal diwilayah Negara 

Republik Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram untuk 

jangka waktu yang terbatas dan orang asing yang boleh memperoleh izin 

tinggal terbatas adalah orang asing yang megang visa izin tinggal terbatas.  

Proses  untuk memberikan izin tinggal terbatas terhadap tenaga kerja 

asing akan diberikan oleh kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar 

isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai 

berikut: 

1. Mengisi secara lengkap formulir. 

2. Surat permohonan sponsor. 

3. Surat permohonan MERP (Multiple izin keluar/re-entry). 

4. Surat pernyataan dan jaminan. 

5. Paspor, Visa, Kitas, Telex Visa (Baru). 

6. KTP Sponsor. 
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7. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). 

8. Notifikasi penggunaan Tenga Kerja Asing(TKA). 

9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

11. Surat Izin Untuk Perdagangan (SIUP). 

12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

13. Domisili Perusahaan. 

14. Akta Pendirian Perusahaan. 

15. Keputusan Menkumham. 

16. Struktur Perusahaan. 

17. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

18. Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan warga negara asing yang 

masuk diwilayah indonesia yang bertujuan bekerja. Tenaga Kerja Asing diatur 

pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Agar memperoleh pekerjaan di 

wilayah indonesia tenaga kerja asing wajib memiliki visa izin untuk bekerja. 

Diberikan Izin Tinggal Terbatas untuk tenaga kerja asing yang dilakukan 

selama ini juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu berupa pelanggaran 

keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak 

memiliki izin tinggal. pelanggaran keimigrasian ini tentunya akan dilakukan 

penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu 

tindakan keimigrasian. Penegakan sanksi tersebut adalah salah satu peran 

keimigrasian. 



 

5 

 

Dalam peraturan yang Baru saja dikeluarkan yaitu dalam peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (Permenaker No. 10 Tahun 2018), terkait izin 

penggunaan TKA, sekarang hanya dibutuhkan RPTKA, tidak lagi perlu 

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dan juga pengesahan 

penggunaan TKA melalui RPTA dan notifikasi, bukan lagi RPTA dan IMTA. 

Untuk menghindari penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) Yang 

berlebihan maka pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang 

dapat dijalankan TKA dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan 

kesempatan kerja itu bagi warga negara indonesia sendiri. Undang-undang 

Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan memerintahkan Menteri yang 

mengurusi tenaga kerja MENAKERTRANS untuk segera menetapkan jabatan 

tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Perintah ini tertuang dalam Pasal 42 

ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2) begitu pentingnya 

pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki 

oleh TKA ini. 

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di indonesia merupakan salah satu 

tenaga kerja asing yang membawa modal sebagai investor dan tenaga kerja 

yang membawa skil dalam rangka transfer of knowkedge atau transfer of 

know how, kebutuhan akan tenaga ahli yang profesional serta kebutuhan akan 

teknologi-teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat 

perusahaan-perusahaan swasta menggunakan tenaga kerja asing. Dengan 

adanya tenaga kerja asing sangat membantu dalam bidang tertentu. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan Penelitian dan saya 

tertarik mengangkat judul Peranan Keimigrasian dalam Pengawasan Izin 

Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I 

Mataram). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah padapenelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Apa peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga 

kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram? 

2. Bagaimana proses pemberian izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di 

Kantor Imigrasi Kelas I Mataram? 

3. Apa saja kendala dan upaya dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga 

kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin di kehendaki dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran keimigrasian dalam pengawasan izin 

tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I 

Mataram? 

2. Untuk mengetahui proses pemberian izin tinggal terbatas tenaga 

kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram? 
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3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam pengawasan 

izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I 

Mataram. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan 

tentang bagaimana Peranan Keimigrasian dalam Pengawasan 

Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Asing (TKA), serta untuk 

penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana 

Ilmu Administrasi Publik di Fakultas FISIPOL, Universitas 

Muhammadiyah Mataram. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk 

mengetahui prosedur tentang aturan izin tinggal untuk Tenaga 

Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 

1.3.2.3 Manfaat Teoritis 

Hasil pada Penelitian yang dilakukan ini diharapkan 

bermanfaat untuk penambahan ilmu dan pengetahuan yang 

berguna terhadap kepentingan dan keperluan Peneliti pada masa 

yang akan datang, serta memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada judul Skripsi 

yang yang di angkat Peneliti tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari 

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk 

Penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian 

dalam memposisikan penelitian serta menunjukan orsinalitas dari penelitian. 

pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu 

terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat 

ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait 

dengan tema yang penulis kaji. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan/Perbedaan 

1. Engli Irma 

Siagian. 2016 

Pengawasan Izin 

Tinggal Tenaga 

Kerja Asing 

(TKA) Di Kantor 

Imigrasi Kelas I 

Pekanbaru 

Berdasarkan Hasil 

Penelitian yang 

menunjukan Pelaksanaan 

standar dan ketentuan 

yang sebenarnya 

dilakukan Pengawasan 

Tenaga Kerja Asing 

(TKA) yang menyeluruh 

kesemua Perusahaan 

bukan hanya yang 

melaporkan saja ke 

Kantor Imigrasi 

Persamaan sama-sama 

menggunakan Metode  

Penelitian Kualitatif 

 

Perbedaan 

Penelitian ini lebih fokus 

pada Pengawasan 

Tenaga Kerja Asing 

(TKA) secara 

menyeluruh bukan hanya 

saja yang melaporkan  ke 

Kantor Imigrasi  saja 

yang dilakukan 

pengawasan , tetapi 

semua Perusahaan akan 

dilakukan Pengawasan 
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terhadap TKA, kemudian 

waktu dan lokasi yang 

berbeda.   

2. Skripsi Dicky 

Zulmawan  

Siregar. 2017 

Peran 

Keimigrasian  

Dalam 

Pengawasan Izin 

Tinggal Terbatas 

Sebagai Tenaga 

Kerja Asing (Studi 

Kasus Di Kantor 

Imigrasi Kelas II 

Pematang Siantar) 

Berdasarkan Hasil 

Penelitian yang 

menunjukan Tenaga 

Kerja Asing wajib 

mengajukan rencana 

Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing (RPTKA) 

untuk mendapatkan Izin 

Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing (IMTA). 

Persamaan sama-sama 

menggunakan Metode  

Penelitian Kualitatif 

 

Perbedaan Penelitian  ini 

waktu dan  lokasi yang 

berbeda. 

 

2.2 Landasan Teori 

Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun 

secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan 

meramalkan fenomena (Cooper and Schindler dalam Sugiono 2003). Semua 

peneliti bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. 

Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang akan dibawa oleh 

peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam 

penyusunan Skripsi ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. 

2.3 Peran Keimigrasian 

2.3.1 Pengertian Peran Keimigrasian. 

Peran Keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga 

kerja asing adalah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyaratkat, serta 

menjamin bahwa tenaga kerja asing yang melakukan permohonan izin tinggal 
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terbatas sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di perundang-

undangan, seperti pemeriksaan paspor, dan ketika melakukan wawancara 

singkat dengan dengan pihak imigrasi, dan harus melakukan foto bimtrik 

untuk mengetahui apakah pernyataan tersebut sesuai dengan berkas yang di 

lampirkan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Landasan Hukum Menurut Undang-undang Dasar 1945 

1) Pembukaan UUD Tahun 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, 

yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa indonesia tentang 

kemerdekaannya. 

2) Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 

3) Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” 

4) Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak 

mendapatkan pengajaran. 

Hak dan Kewajiban Warganegara menurut Undang-undang Dasar 1945 

Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan hak dan 

kewajiban warganegara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 

1) Pasal 27 Ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan 

pemerintahan. 
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2) Pasal 27 Ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

3) Pasal 27 Ayat (3) dalam Perubahan kedua UUD 1945 menetapkan hak 

dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara. 

4) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. 

5) Pasal 29 Ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk 

agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 

6) Pasal 30 Ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak 

dan kewajiban warganegara untuk ikur serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara. 

7) Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak 

mendapat pengajaran. 

Hak Asasi Manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka 

konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam Universal 

Declaration of HumanRight’ 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses 

yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif 

sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati 

sebagai satu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi 

perjuangan sebagai besar umat manusia dibelahan dunia khususnya yang 

tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak 
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asasi manusia, baik dibarat maupun di timur meskipun upaya tersebut masih 

bersifat lokal, parsial dan sporadikal. 

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan langsung 

DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia pada April  

Tahun 2013 yang diundang itu adalah Menteri Hukum dan Ham RI Amir 

Syamsudin dan diingat pada lembaran Negara republik indonesia tahun 2013 

No. 68.  

2.4 Definisi Pengawasan 

2.4.1 Definisi pengawasan Menurut beberapa Ahli yaitu: 

1. Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan bahwa 

pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, 

dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui 

kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya 

dikemudian hari. 

2. Menurut Siagian (2003:30) Mendefinisikan bahwa pengawasan 

adalah memantau aktivitas pekerjaaan karyawan untuk menjaga 

perusahan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan 

membuat koreksi jika diperlukan.  

2.4.2 Prinsip-prinsip Pengawasan 

Menurut Manullang (2005:173) mengemukakan bahwa 

terdapat duapokok prinsip pengawasan. Yang pertama, merupakan 
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standar atau alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

bawahan. Prinsip yang kedua, yaitu merupakan wewenang dan 

intruksi-intruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan 

karena berdasarkan itulah yang dapat diketahui apakah bawahan sudah 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

Sedangkan prinsip-prinsip Pengawasan Menurut Lembaga 

Administrasi Negara (1988:266) adalah sebagai berikut: 

a. Obyektif dan menghasilkan fakta. 

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat 

menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. 

Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya 

kesalahan-kesalahan dari penyimpangan, pengawasan harus 

bertolak pangkal dari keputusan pimpinannya. 

2.4.3 Jenis-jenis Pengawasan 

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:327), pengawasan terbagi 3yaitu: 

1. Pengawasan awal. Pengawasan yang dilakukan pada saat 

dimulainya pelaksanaan pekerjaan. 

2. Pengawasan Proses. Pengawasan dilakukan pada saat sebuah 

proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah 

pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 
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3. Pengawasan akhir. Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir 

proses pengerjaan pekerjaan. 

2.5 Fungsi dan Pengawasan Keimigrasian 

2.5.1 Pengertian Keimigrasian 

Keimigrasian dapat dikatakan sebagai hal ihwal lalu lintas orang 

yang masuk dan keluar wilayah indonesia dan pengawasan terhadap 

orang asing diwilayah indonesia. Sebelum diundangkan Undang-

undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian. Ada 2 Unsur 

Pengertian Keimgrasian yaitu: 

1. Keimigrasian merupakan lalu lintas keluar masuk wilayah 

indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini 

merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah 

satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang 

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, Undang-

undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tidak 

membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya 

Pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah indonesia harus 

melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu dipelabuhan 

laut, bandar udara, atau tempat keluar masuk wilayah indonesia 

(entry point). 

2. Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing diwilayah indonesia. 

Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol 

atau mengawasi apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang 
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asing diindonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan 

keimigrasian yang berlaku. 

2.5.2 Pengawasan Keimigrasian 

Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu 

fungsi keimigrasian yang diemban dan menjadi bagian yang penting 

serta strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif dari 

kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan kegiatan 

di indonesia hingga keluar wilayah indonesia dan sekaligus mempunyai 

dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan 

nasional. 

Kegiatan pengawasan orang asing di indonesia tidak lain 

merupakan pelaksanaan dari selective policyi kebijakan selektif, yakni 

kebijakan yang mengamanatkan hanya orang asing yang memberikan 

manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum 

diperbolehkan masuk dan berada diwilayah indonesia. Untuk 

melaksanakan kebijakan selektif tersebut maka perlu diadakan kegiatan 

pengawasan terhadap kegiatan orang-orang asing yang berada dan 

berkegiatan diwilayah indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan menurut sistem hukum yang berlaku di indoenesia. 

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai 

(menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Dengan pengawasan akan dapat ditemukan kesalahan-

kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak 
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terulang kembali. Hal ini berarti bahwa tidak titik berat pengawasan 

terletak pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat 

sesuai dengan rencana sehingga pengawasan dilakukan selama proses 

tersebut. 

(Muchasan, 2000;37). Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak 

hanya pada saat orang asing masuk dan atau keluar wilayah indonesia, 

tetapi juga selama orang asing berada diwilayah indonesia termasuk 

pula kegiatan-kegiatannya (Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian). 

Pengawasan orang asing sebagai salah satu rangkaian kegiatan 

pada dasarnya telah mulai dan dilakukan oleh perwakilan indonesia 

diluar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan 

selanjutnya dilaksanankan oleh pejabat imigrasi diTempat Pemeriksaan 

Imigrasi (TPI), Ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang 

otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk 

kemudian, diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. 

Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut (M.Iman Santoso, 

2004:121) 

Dalam menghadapi implikasi dari kebebasan visa kunjungan, 

Dirjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan 

dengan cara. 
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1. Pengawasan secara Administratif yaitu : 

a. Dilakukan pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan 

kebenaran penjamin, berkas permohonan, rekomendasi/izin dari 

instansi terkait. 

b. Saat masuk dan keluar wilayah indonesia meliputi : paspor yang 

sah dan masih belaku, visa/izin tinggal tiket kembali. 

c. Pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor 

Imigrasi seluruh indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi 

pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan 

kegiatan orang asing, Rekomendasi/izin dari instansi terkait.  

2. Pengawasan lapangan yaitu dilakukan dengan melakukan 

pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama 

berada di indonesia meliputi: hotel, tempat hiburan, perusahaan-

perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing dan tempat lain yang 

diduga terdapat kegiatan orang asing (dpr.gp.id,2016).. 

Warga Negara Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki 

visa kunjungan, tetap wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan 

masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Selain itu, 

untuk dapat masuk ke indonesia juga harus memiliki tiket kembali atau 

tiket terusan ke negara lain. Hal ini sangat memudahkan jika karena 

suatu hal, misalnya melakukan pelanggaran keimigrasian dilakukan 

untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi 

keimigrasian warga negara indonesia dan orang asing dalam rangka 
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memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang keimigrasian. 

Pengawasan Administratif terhadap WNA dilakukan dengan cara : 

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi 

mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing: Lalu lintas 

lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.  

2. Orang Asing telah mendapatkan keputusan pendetensian; Orang 

Asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan atau 

penindakan keimigrasian; Orang Asing yang mendapatkan izin 

berada di luar rumah Deyensi Imigrasi setelah terlampauinya 

jangka waktu pendentesian; dan Orang Asing dalam peradilan 

pidana. 

3. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan 

atau pencegahan; dan 

4. Pengambilan foto bimtrik. 

Hasil Pengawasan Administratif merupakan data 

Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi 

Manajemen Keimigrasian (SINKIM). Sistem Informasi 

Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan 

(SINKIM) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan, mengolah,dan 

menyajikaninformasi guna mendukung operasional, Manajemen, 

dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi 



 

19 

 

keimigrasian. Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem 

Informasi Manajemen Keimigrasian ini harus dapat di akses oleh 

instansi atau lembaga pemerintahan terkait fungsinya masing-

masing. 

2.6 Izin Tinggal Terbatas  

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian 

ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada diwilayah indonesia wajib 

memiliki Izin Keimigrasian. 

2.6.1 Pengertian Izin Tinggal 

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap 

orang asing diwilayah indonesia dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian . Izin keimigrasian terdiri dari: 

1. Izin Tinggal Terbatas 

Diberikan untuk orang asing yang telah memenuhi 

persyaratan Keimigrasian atau yang telah mengajukan 

permohonan tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah 

indonesia, karna alasan pekerjaan ataupun alasan yang lain yang 

sah. 

2. Izin Singgah  

Izin singgah diberikan untuk orang asing yang memerlukan 

singgah diwilayah indonesia untuk meneruskan perjalanan ke 

negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya 

izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat 
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ataukapal yang akan ditumpangin menuju atau meneruskan 

perjalanan tersebut. 

3. Izin Tinggal Kunjungan  

Diberikan untuk orang asing yang berkunjung kewilayah 

indonesia untuk waktu yang singkat dengan alasan kegiatan tugas 

dari pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha. 

Untuk Jangka waktu izin tinggal kunjungan  harus sesuai dengan 

keperluan atau jadwal kegiatannya. 

4. Izin Tinggal tetap 

Diberikan untuk orang asing yangsudah menetap diwilayah 

Indonesia sejak lama dalam jangka waktu tertentu atau 

sudahmemenuhi persyaratan Keimigrasian atau syarat lainnya. 

Izin Tinggal tetap berakhir jika pemegang izin tinggal tetap 

meninggalkan wilayah indonesia lebih dari tahun dan tidak ada 

rencana untuk masuk kembali kewilayah Indonesia, atau tidak 

berniat untuk perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 tahun 

memperoleh Kewarnegaraan Republik Indonesia. 

Dalam Sadroja Saleh (2008) pelanggaran izin tinggal 

digolongkan menjadi: 

1. Penyimpangan (Deviantion) atau dapat dikategorikan 

kesalahan kecil atau enteng, tidak diketahui atau tidak sengaja 

oleh yang bersangkutan terjadi kesalahan tersebut, seperti 

kedatangan orang asing dengan fasilitas Bebas Visa Wisata 
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(BVW) keindonesia bertujuan mengunjungi keluarganya, 

orang asing yang mempunyai isitri sah diindonesia kemudian 

mengunjungi istrinya dengan fasilitas BVW tersebut. 

2. Penyalahgunaan (Abose), ialah penyimpangan yang dapat 

dikategorikan besar atau berat tentang perizinan yang 

diberikan namun disalahgunakan untuk tujaun lain demi 

kepentingan diri pribadi yang bersangkutan. Misalnya orang 

asing yang datang dengan fasilitas BVW akan tetapi 

memalukan kegiatan bekerja untuk mencari uang bagi 

kepentingan diri pribadi, atau dapat saja terjadi orang asing 

bekerja tidak hanya pada perusahaan yang mendatangkannya 

sebagai sponsor tetapi bekerja juga pada perusahan lain. 

3. Pengingkaran (Offence) ialah perbuatan yang dilakukan oleh 

warga indonesia atau orang asing yang bertentangan dengan 

ketentuan dan peraturan keimigrasian yang dapat dilakukan 

tindakan administratif keimigrasian seperti, masuk atau keluar 

wilayah indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi 

dan orang asing tidak memperpanjang izin tinggalnya di 

Indonesia (Overstay). 

 

2.6.2 Syarat-syarat Izin Tinggal Terbatas 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan: 
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“Setiap orang asing yang masuk wilayah indonesia harus 

memenuhi persyaratan diantaranya memiliki visa yang sah dan masih 

berlaku, dokumen perjalanan yang sah atau masih berlaku dan tidak 

termasuk di daftar penangkalan. 

Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 2013 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian pada pasal 4 menyebutkan: 

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki 

visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 huruf b yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah 

dan masih berlaku; dan pasal 3 huruf 3 huruf c yaitu tidak termasuk 

dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket 

terusan ke negara lain”. 

Syarat dan pemberian visa izin tinggal terbatas tercantum pada 

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 103 

yang dimaksud dengan: 

“Permohonan visa tinggal terbatas diajukan oleh orang asing 

atau penjamin kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk 

dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persayaratan-

persyaratan sebagai berikut: 

 Mengisi secara lengkap formulir. 

 Surat permohonan sponsor. 



 

23 

 

 Surat permohonan MERP (Multiple izin keluar/re-entry). 

 Surat pernyataan dan jaminan. 

 Paspor, Visa, Kitas, Telex Visa (Baru). 

 KTP Sponsor. 

 RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). 

 Notifikasi penggunaan TKA. 

 Surat Izin Tempat Usaha (Situ). 

 Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

 Surat Izin Untuk Perdagangan (SIUP). 

 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

 Domisili Perusahaan. 

 Akta Pendirian Perusahaan. 

 Keputusan Menkumham. 

 Struktur Perusahaan. 

 RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

 NIB (Nomor Induk Berusaha). 

 

2.6.3 Pengawasan Izin Tinggal Terbatas 

Pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga asing 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat 

serta menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja diwilayah 

Kantor Imigrasi Kelas IMataram memenuhi persyaratan keamanan 



 

24 

 

dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan dengan Tenaga 

Kerja Asing yang berkaitan dengan izin tinggal terbatas. 

2.7 Tenaga Kerja Asing 

2.7.1 Definisi Tenaga Kerja Asing 

Menurut Abdul Khakim (2009:27) Mendefinisikan Tenaga 

Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara indonesia yang 

mampu melakukan pekerjaan baik, didalam maupun diluar hubungan 

kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarat. 

2.7.2 Tenaga kerja Asing Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 

Berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 telah mencabut Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja 

Asing diindonesia Bab VIII Pasal 42 sampai 49, Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam penempatan tenaga 

kerja asing (TKA) diindonesia dan saat ini telah ditambah berbagai 

paraturan pelaksanaan. 

Peraturan-peraturan sebagai landasan hukum penggunaan 

tenaga kerja asing adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 pada BAB VIII tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

b. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan 

Negara bukan Pajak; 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor. 92 Tahun 2000 tentang Tarif atau 

jasa penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada 

Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.8 

Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

e. Kepmenakertrans Nomor. 223/Men/2003 tentang Jabatan-jabatan 

di Lembaga-lembaga Pendidikan dikecualikan dari kewajiban 

membayar kompensasi; 

f. Kepmenakertrans Nomor. 228/Men/2003 tentang Tata cara 

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

g. Kepmenakertrans Nomor. 20/Men//III/2004 Tentang Tata cara 

memperoleh izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 

h. Kepmenakertrans Nomor. 21/Men/IV/2004 Tentang penggunaan 

Tenaga Kerja Asing sebagai Pemandu Nyanyi; 

i. Permenakertrans Nomor. 07/Men/III/2006 juncto No. 

15/Men/2006 Tentang penyerdehanaan Prosedur Penerbitan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 

j. Permenakertrans Nomor. 02/Men/XII/2004 Tentang Pelaksanaan 

Program Jaminan sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing; 

 

 

 

2.7.3 Tenaga Kerja Asing Menurut Keimigrasian 

Orang Asing dalam kamus terjemahan indonesia-inggris 

diartikan sebagai stranger, foreigner and alien. Dalam kamus Hukum, 

alien atau orang asing didefinisikan sebagai orang dalam suatu negara 
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yang bukan warga negara dari negara tersebut. Menurut Undang-

undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. 

Diwilayah indonesia, Tenaga kerja asing diawasi oleh Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja dilihat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata 

cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  

Maksud dari peraturan Tenaga Kerja Asing dilihat dari Hukum 

Ketenagakerjaan pada dasarnya ialah sebagai untuk penjaminan atau 

untuk memberi kesempatan pekerjaan yang layak untuk warga negara 

indonesia diberbagai lapangan atau tingkatan sehingga untuk 

mempekerjakan tenaga kerja asing diindonesia wajib melakukan seleksi 

dengan prosedur perizinan sampai dengan pengawasan. 

 

2.7.4 Tata cara untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Ten Berge dan  Spelt  mengeluarkan pendapat yang berkaitan 

denganpenggunaan izin tenaga kerja asing adalah sebagai berikut: 

1. Adanya keinginan dalam  mengontrol setiap  kegiatan. 

2. Melakukan pemeriksaan setiap menghadapi bahaya di lingkungan 

sekitar. 

3. Adanya keinginanuntuk melindungin obyek-obyek tersebut. 

4. Benda dalam kategori sedikit akan dibagi-bagi 

5. Memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang serta kegiatan 

dan aktivitasnya tertentu sesuai dengan beberapa syarat tertentu. 
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 8 

Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah N0. 34 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, 

pasal 31, dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

N0. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Untuk mempekerjakan TKA, Undang-undang memberikan 

batasan izin untuk kurun waktu yang sudah ditetapkan izin  untuk 

perpanjangannya. Selebih itu, untuk izin dapat diberikan untuk  satu dan 

bahkan beberapa dari  tenaga kerja asing  yang melakukan pekerjaan. 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 8 

Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah N0. 34 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Menimbang:  

a. Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 26, pasal 31, dan pasal 

42 Peraturan Pemerintah Nomor 34. Tahun 2021 tentang 

penggunaan Tenaga kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
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Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing. 

Keputusan No.173 Tahun 2000 Pasal 3 tentang jangka waktu  

untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing pendatang 

“menyebutkan bahwa TKA pendatang diberikan pada kurun waktu 

maksimal 5 tahun atau dapatdilakukan perpanjangan di lihat dari 

kondisi pasar kerja dalam negeri atau  mempertimbangkan keperluan 

perusahaan tempat tenaga kerja asing bekerja. 

Ada beberapa syarat-syarat untuk mengajukan Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah sebagai berikut: 

1. Alasan penggunakan Tenaga Kerja Asing. 

2. Formulir untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing yang di 

isi lengkap. 

3. Surat untuk izin  dari perusahaan atau instansi yang berwenang. 

4. Keputusan terhadap sahnya keinginan atau perubahan rencana 

dari instansi terkait. 

5. Bagan struktur dari Instansi dan perusahan tempat bekerja. 

6. Ada rujukan yang berkaitan dengan posisi yang akan dijabatin 

oleh  para tenaga kerja asing di suatu perusahaan yang memiliki 

peraturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada 

perusahaan. 

7. Adanya pernyataan langsung dari Pemerintah Daerah setempat 

mengenai letak suatu instansi. 
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8. Adanya Nomor Pokok Wajib Pajak yang  memberi Tenaga kerja 

asing. 

9. Adanya  suatu rencana program dan pendampingan atau surat 

yang ditunjuk oleh tenaga kerja indonesia sebagai pendamping. 

10. Adanya surat kesanggupan untuk melakukan pelatihan kerja dan 

pendidikan buat tenaga kerja indonesia sebagai dengan kualifikasi 

jabatan yang diduduki Tenaga kerja Asing. 

11. Adanya bukti wajib melaporkan ketenagakerjaan yang masih sah. 

2.8 Pengertian Warga Negara Asing 

Warga Negara Asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan 

warga negara indonesia dan sedang berada di indonesia. Pengertian Warga 

Negara Asing termasuk pula badan hukum Asing yaitu badan hukum yang 

didirikan berdasarkan Hukum Asing. Sehubungan dengan pengertian itu, 

Pasal 7 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang 

yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai Orang Asing. 

2.8.1 Izin Masuk bagi Warga Negara Asing 

Empat pendapat penting yang dinyatakan yang berkenaan dengan izin 

masuk bagi warga negara asing (Admission) bagi warga negara asing yang ke 

negara bukan negara mereka yaitu: 

1.Suatu Negara berkewajiban memberi izin kepada semua warga negara asing. 

2.Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, 

dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-golongan 
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tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit 

tertentu dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya. 

3.Suatu negara terikat untuk mengizinkan warga negara asing untuk masuk 

tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk 

mereka. 

4.Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua warga negara asing 

menurut kehendaknya. 

Sebagian besar negara menyatakan dalam teori hukum untuk menolak 

setiap warga negara asing yang tidak dikehendakinya, yang menegaskan 

bahwa hak penuh tesebut merupakan suatu atribut esensial dari pemerintah 

yang berdaulat. Pengadilan-pengadilan Inggris dan Amerika Serikat telah 

menetapkan bahwa hak untuk melarang warga negara asing sekehendak 

negara yang bersangkutan merupakan suatu peristiwa kedaulatan teritorial. 

Tidak adanya suatu kewajiban menurut hukum internasional untuk 

mengizinkan masuknya warga negara asing didukung oleh studi terhadap 

perundang-undangan keimigrasian negara-negara, yang memperlihatkan 

bahwa negara-negara jarang mengizinkan masuknya warga negara asing 

secara bebas. Jika diperlukan bukti lanjutan, hal tersebut diberikan oleh 

beberapa perjanjian dan kovensi yang dibentuk sejak Tahun 1920, yang 

menentukan izin masuknya para pengungsi, suatu contoh penting dari 

perjanjian tersebut adalah Geneva Convention on the Status of Refugees, 25 

juli 1951, yang diperluas dengan protokol tanggal 31 januari 1967. 

 

 



 

31 

 

2.9 Kerangka Berpikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang No. 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian 

1. Pada Pasal (1), Angka (1) 

Keimigrasian adalah hal 

yang ikhwal lalu lintas 

orang asing yang keluar 

wilayah indonesia 

2. Pada Pasal 48 

menyebutkan bahwa setiap 

orang asing yang berada 

diwilayah indonesia wajib 

memiliki izin tinggal 

Keimigrasian. 

1. Pengawasan 

secara 

Administratif 

2. Pengawasan  

secara Lapangan 

1. Izin Singgah 

2. Izin Tinggal 

Kunjungan 

3. Izin Tinggal Terbatas 

4. Izin Tinggal tetap 

Pengawasn 

Keimigrasian 

Izin Tinggal Terbatas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Metode penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut dengan pendekatan 

investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap 

muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan Metode 

Penelitian Kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2016:8)  menyatakan bahwa metode dekskriptif 

adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas . Sedangkan menurut Nazir (1998:36), metode 

deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok 

manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deksriptif, gambaran , atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena 

yang di selidiki. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, 

berhubungan dengan tempat praktek kerja lapangan (PKL) peneliti yang 

pernah dilaksanakan Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang Berlokasi 

JL.Udayana No.2, Monjok Barat.Kecematan Selaparang, Kota Mataram, 

Nusa Tenggara Barat.83122.Tel. (0370)632520.Waktu penelitian 

direncanakan selama 3 (Tiga) bulan. 

3.3 Cara Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang sering 

digunakanadalah purposive sampling, dan snowball sampling. Purposive 

sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dan pertimbangan 

tertentu.  Snowball sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data, 

yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini 

dilakukan karena jumlah sumberdata yang sedikit itu belum mampu 

memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang 

dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel 

sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, 

lama-lama menjadi besar. 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 
 

No Nama Informan Status Informan 

1.  Putu Agus Eka Putra, 

A.Md.Im.,S.H 

Kepala Seksi Intaltuskim, Di 

Kantor Imigrasi Kelas I Mataram 

2.  Lalu Romi Farhan, S.I.P Analisis Keimigrasian Pertama 

3.  Mohammad Faizal Afandi Seksi Intelijen Keimigrasian 

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Mataram 2021 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Arikunto (2007:137) berpendapat bahwa, “yang dimaksud 

dengansumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.” Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang 

diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keabsahannya sumber data dalam 

penelitian ini terbagi atas: 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan, sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset dan 

penelitian. Dalam penelitian ini pihak yang akan dijadikan informan 

ialah pimpinan Kepada Seksi, Lantaskim, Inteldakim, dan Statuskim, 

yang dipandang representative dan objektivitas jawabannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik. 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data pada umumnya berupa 

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik 

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 

Berbagai dokumen tentang yang berhubungan dengan subjek dan 

objek penelitian yang dapat diperoleh Di Kantor Imigrasi Kelas I 

Mataram dan institusi terkait lainnya. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data  yang digunakan pada penelitian ini akan diperoleh melalui : 

3.5.1 Observasi 

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran 

empirik mengenai objek yang diamati. Hasil dari observasi ini dapat 

mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dan fenomena-fenomena 

tentang Peranan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.  

3.5.2 Wawancara 

Tehnik wawancara mendalam dimaksudkan untuk mengumpulkan 

data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam 

(indepth interview) dengan memakai pedoman wawancara (interview 

guide) di mana peneliti sebagai instrument utama, dan akan 

mewawancarai Kepala seksi dan bawahan seksi  Di Kantor Imigrasi Kelas I 

Mataram Terkait Peranan Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal 

Terbatas. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ialah setiap bahan yang tertulis atau film 

yangdipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau 

record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Maleong, 2007). 

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa 

dokumentasi-dokumentasi yang berhubunganDalam Pengawasan Izin 

Tinggal Terbatas Tenaga kerja Asing serta informasi lainnya seperti 
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pengambilan gambar/foto pada saat wawancara dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

3.5.4Analisis Data 

Sugiyono (2005:10) mengemukakan bahwa data kualitatifialah 

data yang menyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peranan. Keimigrasian 

Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Adapun langkah-langkah 

untuk menganalisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

1. Mengedit data penelitian dilapangan, yaitu setiap data yang 

terkumpul pengeditan langsung dilakukan. 

2. Mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber, 

informan, serta memilah-milah menjadi kategori tertentu yang 

disusun atas dasar pikiran, intusi, pendapat dan kriteria tertentu. 

3. Penafsiran data, yaitu setiap data yang terkumpul langsung dilakukan 

penafsiran data tersebut sehingga pada setiap data yang terkumpul 

peneliti berusaha agar dapat dijadikan data yang bermakna. 

4. Menguji keabsahan data. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif 

dan kuantitatif seperti kredibilitas dan validitas, peneliti melakukan 

peninjauan  

5. ulang dilapangan pada waktu dan situasi berbeda. 

6. Mengambil kesimpulan, yaitu dengan berupa mencari makna data 

yang dikumpulkan dan dianalisis. 


